
WALIKOTA PRABUMULIH

PRT}VINSI SUM}TE}IA SELffl"AT\i

PARATURAN WATJKOTA PRABUSTULIH
r{{}rl{{}iq 63 THffUN 2t}1E

TENTANG

PENUNJAN G PRO GRAM JAMINAI{ KESEHATAN N ASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan

kepada seluruh masyarakat Kota Frabumulih untuk

rnendapatkan pelayanan kesehatan di selumrh fingkat

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jejaringnya serta

pada Fasilitas Kesehatan Rujukan ?ingkat Lanjut,

dibutuhkan dukungan Pemerintah Kota untuk dapat

menuqia-ng beberapa keadaa-u. yang tidak diiemin dalam

Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahrxra berdasarkan pertirnbangarr sebagairnana dimaksud

dalam huruf a d,iatas, perl'r"r *rerzetapka* Feratr:ran Walikata

tentang Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO1 tentang

Pembentukan Kota Prabumulih {kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO1 Nomtrr 86, Tamhahan Lem"barag

Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2OO4 tentang Sktem

Jaminan Sosial Nasional {Iembaran Negara Republik

Indoneeia Tahun" 2OO4 Ncmor: 15O, Tamhahan Lem.hara:e

Negara Nomor aa56);

3" UndangUndang Nornor 36 ?ahun 2AAg tentang Kesehatan

{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

L4+, Tarnhahan Lerrnbaran Negara Nsmar 5O63);



+- Undaag-Undang Namor 2A Tahun 2O,14 tertertg
Pemerintahan Daeiah {Lembaran Negara Repubrik
Indtrnesia Tahun 2CIi.4 Nomor 244, ?arsbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ss8z) sebagaimana telah
bebenapa kali d.iubah, terakhir demgan urrdang*Uudang

Nornor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang $trmor 23 Tahrrn 3A}3 kntang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Ind*nesia Tahun 2OLS Nonrsr 56?S);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perrrtra.han atas Prraturan Pemerintah I"fil Tatrun ZOlz
Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

{Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun ?OfS Hcrmcr

2261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomcr 5Va$;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahua 2018 tentang Jaminan
Kesehatan {Len:baran Negar:a Republik trrrdnnesiam: Tatnrrr
2018 Nomor 165);

7 " Peraturam Menteri Keoehatan ldomor gB Tahrm 2Ol4
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasisnal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun z:*14

Nomor 87a\
8. Keputusan Menteri Sosial ltepublik Indonesia Nomor

L46/HUK|2A13 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan

Fakir Miskin dan ArangTidak Mampu;

i{ ii'r{ l'1"i I :. i.ii 1"1

Menetapkan : PERATURAN VTALIKOTA TENTANG PBNUNJANG PROGRAM
, IAilI} NAIY }dES,EH &'1', l\;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksrrd dengan :
1. Daerah adalah Kota Prabumulih.

2, Pemerintah Kota adalah rralikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota prabumulih.

3. Walikota adalah Waliksta Prabumulih-



4" *iaas Kesehatan adalah rliass Kesehatarl K*La Frabum:rlih-
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosiai Kota prabumulih.

6" Kepnlm Bimss Kesefuatmm m*cmfu KepaSa *tm*se K.emehatan

Kota Prabumulih.

7 - Kepmla rlixras sosiel aqlalah I{epa}ra E}}sres s*m}m&. Ksta
Prabumulih.

&" Jamittmm Ke**I:mta* Nasi*na! {-Jx{N} *datrata Jaim{rl.as} yex}g

diseienggarakan dengan rfienggunakan mekanisme asuransi
ke**kratam s*stal yff.{g bereifu't av-qiib {axuamdattrry} d*rag*x

tqiuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

rezasyarakat ynl?H leyrak yfftffi difuerikmm kmpada *etiap *reffig
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

Femerica{e}r-

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang

oel*njutnya disingkat tsF"n$ Kemefratx*r,: mda3afu fuadan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggaranan program

Jamima* K*sehsteff.

10. uniuersal Health coverage {uHC} adalah sistem penjaminan

kesehatarr yarrg meretastika{x $erfti;* ftrewg lmeffiericma

pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus
mengalarni }:as$tlat*Er Srmssial.

11. Pelayanan kesehatan adalah segala jenis pelayanan

kes*hatas? yeng difoerikari kepadm sstrffsra$g dajam: rax-egka

observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan

lainny*. terssra.s*k pe:neritrrse.a* 1s,fooxsi-*riurc?-

12. Pusat Kesehatan Masyarakat seianjutnya disingkat
Puskesmas adalah Fasilitas I( schatas: Timgkat trerta**.a di
Kota Prabumuiih yang menyelenggarakan pelayanan

k*nekratan, per#{'erng*& yefig bersif,at *erxa xpeci*}}sLts ru&tryk

keperiuan obseryasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan
atam petrayane* keseltata* lainrrya,

13. Rumah sakit umum Daerah yang selanjutnya disingkat
R${."rD ada}a& Bmdal:. Lm3ra:r*x tJ:xruxx Saereh K*ta
Prabumulih yang terdiri dari RSUD Kota prabumulih.

14" orang dengan #angguam Jiwa ya.I:"g *eimxqiuta"r3ra dieimgkat

ODGJ adalah orang yang mengaiami gangguan dalam
pikiran", pex'ilakra, dar:. perasaa& ga-m$ hesyffffirlfe*tasi datre-n:



b*xrh-ek sekumpt*}a*. gejala d.anJ almre per*haham perilmb.*.

yang bermakna, serta dapat menimbr.llkan penderitaan dan

hace"33at8;x1 c{alexxn ;rterajalmmkaxa fi"ang*i tlrexg scfoegai

manusia.

1"5, Semq:araa adxlah peri*tlwra ,*feu lamgkxlan peri.whiw-ci S-effig

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat y-erflg diwefuxr"bk*m- beik *fuIa fakf,mr s-{arsr

dan/atau faktor noa alam maupun faktor manusia sehingga

m*r-agmkihs"tkmx ti:e"rbulrty*. k**mra jiarm rmxmtlsix., keme**.ksm"

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologls.

3"S. H*jadia:: Lr.aar &fasa ye:xg selamja.etnya d{*imgkmt I{Lffi edele}3

salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk
mengktrauiflkaeiklmm pert*tiwa xm*r"ehaks'e3ra *uatw wsbatl

penyakit.

LV - }trafoah ada3'a?e kejadian terce?:arsry* p*nyakit pada daerah.

yang luas dan pada banyak orang, mallpun untuk
merr3'eke$ pelw*kit J,"e.i"rg u:enSrehar t*rsehn-et "

18. Internatianal Sfafisficot Classificatian of Diseases and

.ffieIsded Ffeesfffu Sh"c*ferr*s k* i* yeang eelaru3'utnya

disingkat ICD X adalah suatu sistem

kiasi$hasi pe*yakit Can foere.garn je:ris tartda, simptorca,

kelainan, komplain dan penyebab eksternal penyakit.

1S" Klain: adalah perzadrrtaara pembayara:: biaya pe3.a3"a*ar:.

kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada Dinas

Kese.katart"

20. Veri{ikator Independen adalah Petugas yang mengecek

k*beaa-ran foerkan kla{rn seete.*.i dengarl ketenta"}ffia yeftg

berlaku.

2L" Vex"ifikasi xdalah pr*ses perr:eriksaasr kebe*arssr fuer}<as

klaim dari Rumah Sakit dan Puskesmas.

23" Tarif paket Il\lA-tS{i adsla}: besavarl pernha3r*.ram klairrl

oleh dinas kesehatan kepada Rumah Sakit atas paket

layxrxxn ye&g didasarkar: EeepaCa pertge?c,mp*ka* *iagxr*xiw

penyakit dan prosedur.

?3" ?erif Fasiexe {Jmu.e& Re"mxea}a $ekit adaSa*a te.rif pclayanan

kesehatan untuk pasien umum diluar pasien Jaminan



berlaku pada rumah sekit sesrrai deugarl peraffimn yarrg

berlaku.

24- Anggaran Perrdarpa.tan dan Belanja Daerahyang sekrtrjutnya

disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja

ilaerah Ksta Prabumulih.

BAB II

MAKSUD DAN TWUAN

Pasal 2

Maksud penyelenffiaraarl penuqiang Frognaln Jaminan

Kesehatan Nasional adalah untuk memberikan pelayanan

kesehatan kepada manryarakat dengan kondisi tertentu yang

belum dan/atau sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional

sehinga tsrcapai derqiat kesehatan ysrrg optimat see&ffir efektif

dan elisien.

Pasal 3

Penunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai

tujua-n sehagai berikut:

a. memberikan kepastian pelayanan kesehatan kepada

masyarakat yang belurn mempunyai Jaminan Keseh*tan;

b. memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk

tindakan yang tidek ditarrgung oteh Janrinan Kesehatan

Nasional;

c. memberikan kepastian pelayanan kesehatan unfi'rk

masyarakat yang sedang dalam kondisi tertenfu; dan

d" pengelolaan keuar,r.gan yang transparant da"n akuntabel-

BAB III

RUANG TINGKUP

Pasal 4

t1l Ruang lingkup penuujang program jarninan kesehatan

nasional meliputi :

a. biaya arnbulance rujukaa bagi pasien yang tidak diiarnin

BPJS Kesehatan;

b. biaya transpcrt jenazah dari RsuDlPuskesmas ke

-'.*^L .{..f-^ L^; *^-:o- *ioLir l+iAal- rmamrui'

L



e. bi.aya pe::a:ratx.sr get**.dertg*re dat: pe*,g*ruex* y€afig ti*mk

mempunyai identitas resmi {Mr. X} berdasarkan surat

keter"angam da:"i ffiis*as 6**ial;

d. biaya perawatan pasien gawat darurat, miskinltidak

rmeirlpu Sm: helmms terdaft*c Jar,m.ir'an Km*ekrata:l

Nasional -Kartu Indonesia Sehat UKN-KIS) {sebelum
q.lHfh

e. biaya perawatafl pasien non gawat darurat, namun

rxistreimltidak tuilraplt d*gl. hek:m. terdaftexr *Fmffittxeacl

Kesehatan Nasional -Kartu Indonesia Sehat dengan

*yarat te.ls*a rnemdapat perse{ujira* fi{:eas Ke*e3xa*sn

terlebih dahulu {sebelum UHC};

f" biaya pex-awatax'i. &erEltx&. #*GJ y6xtg tidak xmerrlptxmy*-!.

identitas;

g" petra3'*.::ma &ceeeliate"m mkifoat ?rc*:cagl& pad* rsles*. fexeggap

darurat, kejadian h.lar biasalwabah, dan Kejadian Ikutan

Pae*a. {mrinisasi iKlP{};

h. pelayanan kesehatan dalam bentuk bakti sosiai oleh

institersi ke.*ehatar: atar.: kerja**rma t1*r:gmn itlsti&Isi lain;

i. pelayanan kesehatan bagi peserta event olahraga, evertt

seni lolcat irlalltr3ur1 nasi*nai, dlI yefig rxembr.ltr.lhkan

pelayanan kesehatan lebih lanjut di fasilitas pelayanan

kesehatan;

j. pelayanan keseh*"ta* yarrg tid"a-k ditanggung oleh ja*a

raharja dan Badan Pemeliharaan Jaminan Sosial {BPJS}

Kesehatan'r bagi masyarakat rniskiml tidek r::effipil;

k. bantuan biaya pengobatan Aparatur Sipil Negara {ASN)

atau. Peje"bat Fer*erinta!: Kclte. Frahxr*a-a1il: daiaxxl k*$cgisi

gawat darurat atas persetujuan pejabat yang berwenang

setimgkat SetrrdaIWakil Waliktita/Wa1ik*ta"

t2} Pengertian biaya ambulans rujukan bagi pasien y€Lng tidak

dii*rnin ffiadan trcmeli.kar$.&.ffi *Iarm.inm.e:. S**i*.tr {ffiPJ$}

Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a

s*lragai i:erikut:

a. pasien belum terdaftar aktif sebagai peserta Jaminan

Kesehata.n" Nasitlna"l* k*xrf;ix tnel*ruesim, S*hat. $KF{-KI$} ;



(r) j

{4\

(s)

b. pasien terdaftar aktif *ehagai peserta Jaminar:. Ke*ehataa

ittrasional- kartu lhdonesia Sehat UKN-KIS) narnun jenis

penyakif tidak ditang;gung aieh Bada:r Peny*Senggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;

c. syerat aCr:einistsesi tmi*i*:.*3 a.d.a Srxral ?rxgn* *.*ffi '$qer*"t,

Rujukan.

F*irgertfan fuaxatir.fft biay*. tra*sp*rt jemmr*-&a *ebagairxrarra

dimaksud Pasal 4 ayat {1} huruf b sebagai berikut:

a. tra*sp*rt jrnaaah ke r"urnah. *"uke. d; xvitrayala K*te"

Prabumulih;

h" p*ngga:il{a:t }:taya eebagai.rx"a*a d{m:aksu$ hram:fl ffi.,

sesuai dari Keputusan Walikota Prabumulih tenia.ng

st*.rrdar" I:iaye. dan jmrak tentpaah arnbLalcl"r.rs;

Pengertian Biaya perawatan geiandangan dan pengemis

yamg tidak ffil*ryi13i"ffiT3rai ideutitas resrmt ff-{r" H} furrdn"sarkan

surat keterangan dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud

Passl 4 ayat {1} h*ruf *, schagai berikr":L:

a. Mr. X tersebut pada waktu kejadian sakit masuk dalam

w-i.Layah Ksta trrafoumrrlih;

b. adanya Surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas

$s*ial dan pc*lerimtab: sete:xag:at.

Pengertian biaya perawatan pasien gawat darurat,

ari*kin/tidak ffil*.rtlpu? dan beh.xn tecdafter Jaminan

Kesehatan Nasional * Kartu Indonesia Sehat {sebelum UHC}

sehagaiim.ac?a Cirrrai{s&d" P*.sal 4 *yat {n} krur:xf d xehagai

berikut:

a- irany*a xrexljamin biaya peraw'atnm sebeh:rm. pea::*rintala

daerah memutuskan untuk UHC; dan

h" setei.ait {"IHC maka seti*"p mta*yarak*.* yffi?g si}&l} her*bat

namun belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional -

Kart'u Ind*xr*sia $*laat aka*. didaftarkan dam lar:gmrrmg

aktif pada hari itu setringga biaya pengobatan dijamin

Bad"age F*n3r*1*nggera Jxrnises.rl $*sial tffift'}Sl Kecc'bretffi-rr.

Pengertian Biaya perawatan pasien rion gawat darurat,

m&ffiuft miskin/ticlmk mampu" dan b*leer:n terd*ft r Jm:ffi.is:acl

Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat dengan syarat

{6}



ci*itulu {*ehehem {.JF{*} x*hag*ixts.na diffss.ksu$ Fa**I 4 re;r*.t

(1) huruf e, sebagai berikut:

a. tranya rnenjamin biaya perasra.tan sebelum pernerintah

daerah memutuskan untr*k UHC;

b. seteiah UHC rnaka setiap masyarakat yar.;,g mau berobat

.}3ar]-*ufi belun:. terdafta:- *Jamina* Kesehatan Nasi*nal-

Kartu Indonesia Sehat akan didaftarkan dan langsung

aktif pad.a ?:ari {tu se?:ixqga hia3"a p*ng*hata-r: d$**z*ir1

Badan Pemeliharaa* Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)

Kecehat*.n.

t7) Pengertian Biaya perawatan semua ODGJ yang tidak

n:.empurryai ide*t[tas s*baga.imre-lrs" di.mak*ud px"sa]' 4 ay,at

{1) huruf f sebagai berikut:

a. pasi*r: *S#J t*rsebr.rt tidek" r*err:pu:tyai idemt{t*"s resrni

berupa l<KlKTPt

h" *ti.trukeika-tr rckox:aertdasi dari Eli*a* S*:**i*i"

{8) Pengertian Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa

tangap dar"urat, kejadtam lua:" foiasmlwabala, data K*jadian

Ikutan Pasca Imunisasi {KIPI} sebagaimana dimaksud Pasal

4 a3"sg {1} hau"uf g xehagai b*rik;t:
a. setiap pasien akibat bencana pada masa tanggap

darurat, kejadian Suar biaea/wahah, i*art Kejadimn

Ikutan Pasca Imunisasi {KIPI} yang tidak ditanggung

J*-r:ximar: Keset?atan Fda*i*mal;

b. dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan

Fenyeiengga?e JaEni*a* S*eial {ffiPJS} Kesehaf"an hahwa

benar pelayanan tersebut tidak ditanggung oleh

JamirtaE: K*sehstr:^ Sa*i*na1"

t9) Pengertian pelayaaan kesehatan dalam bentuk bantuan

bakti scsim.I q**h i$stitusi kexehcltare atstm ker.ia*arita demgal-r

institusi lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat {1} huruf

h *ehagai. b*d!rut:

a. pelayanan kesehatan situasional untuk memberikan

pelayaxran kepada seketrtrnp*k r*asyarakat yang

membutuhkan tindakan medis tertentu;



b= p*trqva**xr ke**hrut*sr temehmt m.asi,xk dmtant dtagxrersm

ICD X dan dapat ditagihkan kepada Badan

Ferry*3.*rtggex-e J*rxrivmrt S*siel {ffiPJS} Heseheta$ jika

bukan dalam bentuk bakti sosial

{t*} tremryr-L}"mn pelmyamaxa iees*}lat*"rx h*eW pesier*a evemt

olahraga, event seni lokal maupun nasional, dll yang

sr*mlb*tr:ailke& p*S.riymmas: krs***afas:. i*fuil* lmsrjut Efi fmmilite.s

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat

{1} hur"uif i eeb*gai" herik-rt:

a, pelayanan kesehatan bagi peserta event olahraga, event

se"xr* metr{p"r"rtt tindakan ya11g dilakukam di .Fuskesi-es.s

dan/atau RSUD dan pelayanan rujukan ambulans;

h. pelayaream ryiukffir efxxhul*.mee sehagaimxera diffrmksrc{i

huruf a, hanya dari Puskesmas menuju RSUD di wilayah

K*tg' Frabulpe*ifu;

c. unfuk peserta event yang tidak terdaftar Jamiuan

Kexek*tatr Naxi*mmL, persSrarat*m dihrelstik*rx dengan

surat tugas peserta event olah raga dan event seni

tersebufi

d. untuk peserta event yang terdaftar Jaminan Kesehatan

F{asionai PKS}, persy:xratan dibr:klikan dengan surat

tugas peserta event oiah raga dan event seni tersebut

ditambeh surat keterat'r"ga* dari ffisdarl Ferry*ie*.gg*.ra

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bahwa benar

pelayarcari terwebut tidsk dit*nggr"a*g c}*h Jalltisran

Kesehatan Nasional;

e" Urrtuk rxjuke.xt amhular:.s dib*ktika{i dcr:gan sunat ja}*::

dari Puskesmas atau RSUD.

{11} Pengeracian Fe}*yaxar:- kesekat*r:. re.t:g tlsek dit*-rrg6:mg *treh

Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud

Pasai 4 ayat {li kurufj sebagai berikut:

a. kecelakaan yang terjadi tidak dilaporkan kepada

kep*trisian Can Pihak jasa raharja;

b. kecelakaan tersebut tidak ditangguag oieh Jasa Raharja

da:a Eladam Ferryetr*nggere Jaminan Sosial {BPJS}

Kesehalan;



c. dibr,rktikan dengar sulat keter*.mg'ax dex"i tsa$an

Pe::yelengga-ra .Iaminan Sosia1 {BPJS} Kesehatar: bahwa

kecelakaan itrr tid.ak d.itanggung oleh Badan

Pemelighar&a& Jarr*aa::, S* sis;l {FP-} S} Keseh.arsn.

{L2} Persyaratan administrasi lain yang diperlukan akan diatur

m:.*natru{ k*putu*an k*pa}a di::as kesrfuet&n.

BAB IV

FROSEDUR FEIAYAT{AN

Pasal 5

tU Masyarakat yang termasuk dalarn martg lingkup perafura-n

walikota ini mendatangi Puskesmas dan jaringannya, atau

ke R$UD untrrk rrrendapatlcan petayanan kewhatart.

(2'l Masyarakat yang mendapatkan pelayaaan sebagaimana

dimaksud ayat {1}, jika tidak dapat ditangani di Fuskesrrtas,

maka dapat di n4iuk ke RSUD.

{3} Eiaya pelayanan kesehatan sebagairnana dimaketld a;rat (1}

dibebankan pada biaya penunjang Frogram Jaminan

Kesehatan Nasional.

BAB V

KLAIM

Pasal 6

(1) Puskesrnas dan RSUD mengajukan klaira kepada Dinas

Kesehatan.

(21 Dinas Kesehatan membryar klairn sebagaimana dimak*ud

dalam ayat (1), setelah dilakukan verifikasi.

t3) Biaya Klaim Fuskesmas sebagairnana dimaksud ayat {1}

mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Prabumulih

tentang Retribusi Pelayanart Kesehatan-

(4) Biaya Klaim RSUD sebagaimana dimaksud ayat tU
mengacu pada tarif INA-CBGs yang telah ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan atau tarif pasien umum yang berlaku

pad.a rumah sakit.



BAB YI
" VERIFIKASi

Pasal 7

Pelakeamaa-ra veri$ikas{ d{lakt"akar: ctreh ?iE:t^* Veritikasi" :'*s:9

ditetapkan dengan KeputLrsan Kepala Dinas Kesehatan.

Ttrsl vertskasi seLragai*mr:a diraraks*d d"*lsffi a;rat {tr},

mempunyai tugas :

*.. rx*ngecek keberearan *fmk:,*mem .klai:s: me*ur*'i,

perEraratan Yang dibutuhkan ;

b. r*:.eff3actikes: adaxqr*. si.aral rek*:c&*vl.dasi *"eri Kepai*.

Dinas untuk pelayanan transport jenaza}i. di luar

wila3's6 KGta. Frafouxll*.1{h m*hagai*:an*" dirxi*tksu* Calarat

Pasa1 3 ayat {21 huruf c, dan surat jalan dari

FuskesntasI Eumefu Sakit;

c" memastikan adanya surat keterangan dari pemerintah

seternpat dan rekomend"asi Dlna"s Sosial untuk
pelayanan kesehat*rt bagi gelarndar,tgar:, per,rg*r*i*,

rnasyarakat miskin dan ODGJ sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 aSrat itj ,hurz'tf., c, hurruf d, ?:uruf e elan

huruf f;

d. raemastik*:a adaxya surat ket*rarrge*" d#r: ffiPJilq

Kesehatan untuk pasien akibat bencana, pasien

kejadi*n luar hiasalwahala, pasien K{Pf, pasie*. fuekti

sosial, pasien peserta event olah raga, dan pasien

k*cei"akaan s*bagaimaxr* dimm.kmmd dai*m Fefrsral 4 ayat

(i) huruf g, hunrf h, huruf i dan huruf j;

e. xxrc:r:astikan a*$areym. sffir&t tuga*. dari in.startsi pemgirim

peserta event olah raga, evertt seni dan sebagairnana

dimaksud dalam trasal 4 ayat {1} huruf };

t; .-1 ;

BAB \rII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Penunjang Pmgrarn Jaminan

Kesehatan Nasional bersumber dana dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Prabumulih, darr dibayarkan rnulai

bulan Januari tahun 2AL9.



BAB \IIII

KETE}ITUAN I"AIN

Pasal 9

Petuqiuk Teknis pelaksanaan Perrunjang Program Jamisan

Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan yflng berpedornan pada Peraturan -Eialikota ini.

BAB IX

KETENTUAN FENUTUF

Pasal 1O

Peraturan lilalikota ini rnulai berlaku pada tangsal diundangkan.

Agar setiap Gran$ rnengetahrrinya, mea:erintahkaa

pengundangarr Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya

dalam &ec"ita tr]a*rah K*tn Prahumrxlih.

Ditetapkan di
pada

D
,i

&

4 tsl.l

Prabumulih
5 Aguef c' s

UMULIH

2*1*

t

l)iirnd an gkan cli Pra Lrr,rmutrih

pada ta:rggal 6 fu*V t*Lp

SNI{RETAR{$ NANRAH

T\ /r FG -& Lf.Lnra*}.!^J-al i

\


